
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G / 73 / RIll / HK / 2012
 

TENTANG
 

EVALUASlRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 

DAERt\H
 

GlTBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung; 

,	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008: 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pernerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pclaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pernerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

Memperhatikan Surat Menteri Keuanzan Nomor : S-48/MK.7/2012 tanggal 13 Januari 2012 hal 
~	 ~~ 

Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 



MElVIUTUSKAN : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNVR TENTANG EVALUASI R,,"NCANGAl\ 
PERATURAN DAERAH K~BUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

KISATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran L 
II, dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KJ:TIGA	 Dalarn hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah discmpurnakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan rnenjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
evaluasi. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KI:El\lPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

Kl:LnIA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan 1111 akan diadakan 
pernbetulan sebagaimana mestinya. ,....,. 

Ditetapkan di Telukbetung 
padatanggpl31 Januari 2012 

GllBERNUR LAMPllNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 
Tei <1 busan : 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta: 
') Menteri Keuangan Rl di Jakarta; 
3. Kepala Badan Perneriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bondar Lampung: 
-I. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih: 
5. lnspektur Provinsi Larnpung di Bandar Lampung, 



LAMPIRAN I	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/73/B.III/HKJ2012 
TANGGAL : 31 JANUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

KeteranganNo Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
52 3 4 

1 I Nama, Objek dan Pasal2 Pasal 2 ayat (1) 
Subjek Pajak ( I) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan disempurnakan 

Batuan dipungut pajak atas kegiatan Pengambilan 
dan/atau Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan baik di sumber alam di bumi dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang meliputi: 
a. asbes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 
f. batu permata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
i. feldspar; 
j. garam batu (halite); 
k. grafit; 
I. granit / andesit; 
m. gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 

I 

__JI 
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2 

3 

V.	 oker; 
w.	 pasir dan krikil; 
x.	 pasir kuarsa; 
y.	 perlit; 
z. phospat;
 
aa. talk;
 
bb. tanah serap (fullers eath);
 
ee. tanah diatome;
 
dd. tanah liat;
 
ee. tawas (alum);
 
ff. tras;
 
gg. yarosit;
 
hh. zeolit;
 
ii. basal; 
jj. trakkit; dan 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(3) Dikeeualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah: 
a.	 kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata
nyata tidak dimanfaatkan seeara komersial, seperti 
kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan 
rumah tangga, pemaneangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa 
air/gas. 

b.	 kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 
lainnya, yang tidak dimanfaatkan seeara 
komersial; dan 

4 

u. opsidien; 
v. oker; 
w. pasir dan krikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit; 
z. phospat;
 
aa. talk;
 
abo tanah serap (fullers eath);
 
ae. tanah diatome;
 
ad. tanah liat;
 
ae. tawas (alum);
 
af. tras;
 
ago yaros it;
 
ah. zeolit;
 
ai. basal;
 
aj. trakkit; dan
 
ak. kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya
 

sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dikeeualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah: 
a.	 kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata
nyata tidak dimanfaatkan seeara komersial, 
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pemaneangan tiang 
listrikltelepon, penanaman kabel listrikltelepon, 
penanaman pipa air/gas. 

b.	 kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan 
lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara 
komersial. 

5 



3 

2 3 4 5 

2 Pemungutan Pajak BABV BABV Judul BAB V dan Pasal 9 
f1EMUNGUTA~J PAJ/\K PENETAPAN disempurnakan 

Bagian Kesatu Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan Tata Cara Pemungutan 

Pasal 9 Pasal 9 
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri 

dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, 
dan/atau SKPDKBT. dan/atau SKPDKBT. 

(3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diisi dengan jelas, benar, lenkap dan ditandatangani 
oleh wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang paling lambat ..... 
hari setelah berakhir menjadi masa pajak 

3 Insentif Pasal 25 Pasal25 Pasal 25 disempurnakan 
Pemungutan (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dengan menambah ayat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja (3) baru 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat tertentu. 

(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 
Belanja Daerah. ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah. 

4 Ketentuan Pidana Pasal 28 Pasal 28 Pasal 28 disempurnakan 
Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak sesuai ketentuan Pasal 
perpajakan dipidana sesuai dengan peraturan perundang menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 174, 178 UU No. 28 Thn 
- undangan. benar atau tidak lengkap atau melampirkan 2009 

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

I 

I I 
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(2) Wajib	 Pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPTPO atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Oaerah dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 
paling banyak 4 (em pat) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

Pasa!. ... 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
yang karena kealpaannya tidak memenuhi 
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta 
rupiah). 

(2) Pejabat atau	 tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati 
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 
atau seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal .,.....", dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). 

(3) Penuntutan	 terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya 
dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah 
menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan 
tindak pidana pengaduan. 

Penambahan 1 (satu) 
Pasal baru yang mengatur 
denda pidana atas 
pelanggaran Pasal 26, dan 
urutan Pasal 
menyesuaikan 

. __ .. ~~~~__~~__~ L-~~---I 
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Pas a!... . . .. Penambahan 1 (satu) 
Denda sebagaimana dirnaksud Pas al. ... Dan I Pasal baru yang mengatur 

Pasal. merupakan penerimaan negara. penerimaan dendapidana 
atas pelanggaran Pasal 26 
dan Pasal 29 Raperda 
serta urutan Pasal 
menyesuaikan 

Angka 4 di ubah dengan 
adanya perubahan UU tsb 

5 Lain-Lain ~B~-tm4a#g=NOm6f=47 Taoofl=4B~ta~ b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
BOOaR==-P---eA.yelesaia~e~t~j-a-k=fl.--Bfllbar-al1 Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Negara-.c....RGpubli~fldBn@sia=l:alwnc----49-9:t~~0rnof~ Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
::r-ilml7ahilil===l---em@8mA Nega~blik====lnd~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 
NGm€if~ti 

I 

GlJBERNUR LAMI'UNG
 

ttd
 

SJACHROEDIN Z,r.
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LAMPIRAN II	 KEPUTUSAN GUBERN UR LAMPUNG 
NOMOR : G/73/B.IIIIHKl2012 
TANGGAL : 31 JANUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
TENTANG PAJAK RETRIBUSI JASA UMUM 

No Materi Raperda 
1 2 

1 Diktum 
Menetapkan 

I Ketentuan Umum 

-'-----

Rumusan Raperda Rumusan Penyernpurnaan 
3 4 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Menetapkan PERATURAN DAERAH 
RETRIBUSI JASA UMUM 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

Pasal 5 
(1)	 Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 
keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan 
kesehatan lainnya yang sejenis serta f§l€Jlayanan 
la!ilQr:atoriun~ kesehatanmasyar-ak-at yang dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali 
pelayanan pendaftaran. 

(2) Dikecualikan	 dari objek retribusi pelayanan kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pasal 15 
(1)	 Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan: 
a. KTP; 
b. kartu keterangan bertempat tinggal; 
c. kartu identitas kerja; 
d. kartu penduduk sementara; 
e. kartu identitas penduduk musiman; 

Keterangan 
5 

TENTANG I Judul Raperda diakhiri 
RETRIBUSI JASA UMUM.
 

BABI
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksudkan dengan : 

Pasal5 
(1)	 Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas 
keliling, puskesmas pembantu, dan tempat 
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang 
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, 
kecuali pelayanan pendaftaran. 

(2)	 Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan 
kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta 

Pasal15 
(1) Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda 

penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan: 
a. KTP; 
b. kartu keterangan bertempat tinggal; 
c. kartu identitas kerja; 
d. kartu penduduk sementara; 
e. kartu identitas penduduk musiman; 

_____ o" o 

dengan tanda baca titik (.) 

Pengetikan kata 
"Dalam ..... " disejajarkan 
dengan kata PERATURAN 
pada Diktum Menetapkan 

Pasal 5 ayat (1) 
disempurnaka n 

11.	 Penerbitan kartu/surat 
keterangan bertempat tinggal 
dan tanda bukti pelaporan 
dalam Pasal 15 ayat (2) 
angka 7 dihapus 

~.	 kartu keterangan bertempat 
tinggal telah di atur dalam 
Pasal 15 ayat (1) hurup b 

P	 Tanda bukti pelaporan tidak 
termasuk obyek retribusi 
CPSII",' (jpnnCln P;1<;:=11 1n III J

1_ No 28 Tah~n 2Q.~ -.J L 
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f. KK; dan 
g. akta catatan sipil 

(2) Pelayanan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf 9 terdiri atas : 
1.	 Akta Perkawinan; 
2.	 Akta Perceraian; 
3.	 Akta Kematian; 
4.	 Akta Ganti Nama; 
5.	 Akta Pengakuan Anak; dan 
6.	 Akta Pengesahan Anak. 
7.	 PonorbitaA kartw/SYrat I,et€ran~an bortomf3at 

tm§~al €ian tamla bwkti f3olapoffift 

Pasal 32 
(1). Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2).	 Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a.	 mobil penumpang umum; 
b.	 mobil bus; 
c. mobil barang;
 
€I. SOf3o€la mot@r;
 
c.	 l,omlaraaA I,hwsws; 
f.	 kereta gandengan; 
g. kereta tempelan; dan
 
1=1. l,onsaraaA sormotor si air.
 

-
4 

~ 

f. KK; dan 
g. akta catatan sipil 

(2) Pelayanan akta catatan ~ 

pada ayat (1) huruf 9 ter 

Ketentuan Pasal 32 ayat 
(2) disesuaikan dengan 
Pasal 53 UU No. 22 Thn 
2009 bahwa kendaraan 
wajib uji adalah 
kendaraan untuk mobil 
penumpang umum, 
mobil bus, mobil barang, 
kereta tempelan dan 
kereta gandengan yang 
dioperasikan di jalan. 
Apabila di Kabupaten 
Lampung 1engah, 
beroperasi baj aj, bentor 
atau bema maka 
kendaraan tersebut 
termasuk dalam 
golongan mobil 
penumpang umum 
Sepeda motor tidak 
termasuk kendaraan 
yang wajib uji sehingga 
tidak termasuk obyek 
retribusi 

- I 

(1) 

(2) 

a. Akta Perkawinan; 
b. Akta Perceraian; 
c Akta Kematian; 
d. Akta Ganti Nama Sa! 
e. Akta Pengakuan Ana 
f. Akta Pengesahan An, 

Pas 
Objek retribusi peng 
adalah pelayanan pen 
termasuk kendaraan be 
I<.etentuan peraturan 
diselenggarakan oleh P 
Kendaraan bermotor s' 
ayat (1) meliputi : 

pil sebagaimana dimaksud 
iri atas : 

WNA; 
; dan 
k. 

I 32 11. 
[ian kendaraan bermotor 
ujian kendaraan bermotor, 
motor di air, sesuai dengan 
erundang-undangan, yang 
merintah Daerah. 
bagaimana dimaksud pada 

a.	 mobil penumpang umum; 
b.	 mobil bus; 
c.	 mobil barang; 
d.	 kereta gandengan; I an 
e. kereta tempelan 
yang dioperasikan di Ja an. 

3. 

~ ~_ JL-__ I 
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Cara Mengukur 
Tingkat Penggunaan 
Jasa 

4 

Prinsip dan sasaran 
dalam penetapan tarif 

5 

3 

Pasal49 
Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah 
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang 
dilakukan oleh Pemerintah Oaerah. 

Pasal29 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat 
dan kelas pasar yang digunakan 

Pasal34 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan 
dokumen /kelengkapannya. 

(2)	 Tingkat penggunaan jasa ret(ibu&t-i**l§lY¥afH<~ 

OOr~tmak&llQ@y@t (1) diBkuJ: 
b@rQ@sark@A @t@s : 
a Jasa pengujian kendaraan; 
b. biaya penggantian tanda uji berkala (plat uji); 
c. penggantian buku uji berkala: 
d. semla @t@&¥Bt€rl@FAbatal4=pOO§l~ji@FII~OASafaaR 

b@rFA @t(}ff 
e. penggantian tanda samping (stiker); dan 
f. numpang uji. 

Pasal40 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam 
kebakaran diukur berdasarkan Iol<asi sornoriksaafl. 

Bagian Ketiga 
~~a&araA€lalam~netapaRTarif 

P-asa169 

L_I__
 

~	 . tapan &trYktYr~n--besmAY@ 

~~&ark-oo f3ada---ttljuan~.Atul< rn@nLHup~Ge@§li@n 

ata~ €Gl~tay@ f30A,'Bleng§Jm3@A f3olsyaAa~A§lGAda1iaA 

~unik@si ccd~-d@@r3h g@A§lan -mempGrhaHkaA 

I~:~~=~11S€iYsrakat,-~~BdC4lail,-~kUf4~ I 
_____ .~ ~at§~ ._ .._ 

paS:149	 Pas~I 5 
(1)	 Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus 

adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan 
kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Oaerah. 

(2)	 Oikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan 
dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dirniliki 
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMO dan pihak swasta. 

Pasal 29 
(1)	 Tingkat penggunaan jasa d iukur berdasarkan luas, jenis 

tempat dan kelas pasar yang digunakan 
(2)	 Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

Pasal 34 
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian 
kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan 
dokumen /kelengkapannya. 
(2)	 Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ada 

ayat (1) meliputi : 
a.	 Jasa pengujian; 
b.	 biaya penggantian tanda uji berkala (plat uji); 
c. penggantian buku uji berkala:
 
d penggantian tanda sam ping (stiker)
 

Pasal 40 
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam 
kebakaran diukur berdasarkan . 

dengan menambah 
pengecualian objek retribusi 

Pasal 29 disempurnakan 
dengan menambah ayat (2) 
baru yang mengatur tentang 
kelas pasar 

Pasal 34 disempurnakan 
dengan menghapus denda 
dan numpang uji karena 
denda tidak termasuk dalam 
komponen perhitungan 
retribusi 

Pasal	 40 disempurnakan 

Oihilangkan, karena sudah 
diatur dalam Pasal 3 raperda 
ini 

~
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7 Penentuan 
Pembayaran, Tempat 
Pembyaran, 
Angsuran dan 
Penundaan 
Pembayaran 

Penagihan8 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal77 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Retribusi	 yang terutang harus dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lam yang drpersarnakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran 
retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

3 5 

BAB XIX BAB XIX Judul BAB XIX dan Pasal 75 
P-eE~~E~BYSI PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, disempurnakan dengan 

Bagian Kesatu ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN menghapus ayat (3) dan ayat 
Tata Cara Pemungutan Bag ian Kesatu (4), karena ayat tersebut 

Pasal75 Tata Cara Pemungutan mengatur sanksi administrasi 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Pasal 75 dan penagihan 

dokumen lain yang dipersamakan. (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu dokumen lain yang dipersamakan. 
langganan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

(3) O~Btmw~~~at dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan 
pa€la=wa*llinya ata~~keRiil~i kartu langganan. 
admiAjst~~~4---(€w-~p (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaiman dimaksud pada 
swlan ea~ribusi yang tOFwta~~~~ ayat (1) dsetor secara bruto ke Kasda. 
dibi>ya~$§i~~~aA---$TP~ 

(4)	 ~effiOO&~a~~o~A@4imak-&Ue pooa 
a~~a~<:l&R§aA-oSYra~g*3rh 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur I· 

Pasal 77	 I Pasal 77 ayat (3) 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi disempurnakan 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat 
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Penambahan bab dan 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

BAB ... 
pasal baru yang mengatur 

Pasal .... tentang tata cara 
penagihan retribusi 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

(2)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 

(3)	 Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebaqai ;:11/1/81 tindakan pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
hari s~ak jatuh tempo peml~ayaran. 
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9 Sanksi Administrasi 

a I Ketentuan 
Peralihan 

Pasal89 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan 
pelaksanaan masing - masing Peraturan Daerah 
mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya 
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 

I -

I 
---~--  -~-- 5 

5 

I (4) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib 
Retribusi harus melunasi Retribusinya yang 
terutang. 

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat Yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Penambahan bab danBAB .... 
pasal baru yang mengatur I 

Pasal .... 
SANKSI ADMINISTRASI 

tentang sanksi administrasi I 
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Pasal89	 I Pasal 89 disempurnakan 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah rru, peraturan 
pelaksanaan masing-masing Peraturan Daerah 
mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku 
sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini. 

Pasal ....	 Apabila sampai dengan I 

............	 dibertakukannya Perda ini Pemda 
belum memiliki alat tera/tera ulang 
maka pada Perda agar ditambah 1 
(satu) pasal baru yang mengatur 
bahwa pemungutan Retribusi 
TeraITera Ulang akan dipungut 
setelah Pemda melakukan 
pelayanan teraltera ulang dan 
mcmiliki alatteratera ulanG 
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Lain-lain 
Lampiran I 

11 
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG 

Nomor Tahun 2011 
Lampiran I Peraturan Daerah Kab. Lampung Tengah 

TENGAH 
Tanggal 2011 NOMOR TAHUN 2011 

TANGGAL 2011 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
KESEHATAN DASAR PERORANGAN DIPUSKESMAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN LAMPUNG 
DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
TENGAH 

[]Q] JENIS PELAYANAN I TARIF RETRIBUSI~E[!ENIS PELAYANA~I USULAN:::~A TARIF ~ 

Lampiran II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI I Judul 
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN 01 
TENGAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

[]Q] JENIS PELAYANAN::=I TARIF RETRIBUSI USULAN PERDA TARIF I~ENIS PELAYANAN BARUI 

Lampiran III 

I	 I. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu I.	 Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Lampiran IV 
Tanda Penduduk : Tanda Penduduk : 
1. Kartu Keluarga (KK) WNI	 Rp 10000, 1 Kartu Keluarga (KK) WNI Rp 10000,
2. Kartu Keluarga (KK) Orang Asing Tinggal Rp 50000, 2 Kartu Keluarga (KK) Orang Asuiq Tmqqal Rp 50000,-

Tetap (WNA) Tetap (WNA) 
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Rp 7500, 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI Rp. 7:>00,
4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp 50000, 4 Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp 50 ()OO,
5 Kartu Penduduk Sementara Rp 10000, 5. Kartu Penduduk Sementara Rp 10 ()OO,
b r.anu rderuuas KerJa RIJ 10000,- G KaltLJ IJentita::. l-:erp Pr 1(1 nnn . 

7 Kartu Penduduk Musiman Rp 10000,- 7 Kartu Penduduk MUSlman 1000°Rp 
8 Kartu Keterangan Rp.I I I 

6 

5 

Pengetikan lampiran 
menggunakan huruf kapital 
semua, lampiran 
selanjutnya menyesuaikan 
Judul Lampiran I 
disempurnakan 

I Judul lampiran dan kolom 
disempurnakan 

Lampiran II 
disempurnakan 

II Judul lampiran dan kolom 
disem purnakan 

1. Lampiran	 III, agar 
ditambahkan Retribusi 
Pelayanan Persampahan 
Untuk Perumahanl 
Permukiman, karena 
dalam Peraturan Daerah 
belum diatur. 

2. Penetapan besarnya	 tarif 
agar dikaji kembali 
disesuaikan dengan prinsip 
dan sasaran penetapan 
tarif retribusi 

1. Lampiran	 IV 
disempurnakan 

2	 Ketentuan Lampiran IV 
angka1 ditambah satu tarif 
baru yang mengatur Kartu 
Keterangan Bertempat 
Tinq~al sesuai ketentuan 1 Pasal 113 UU No 28 ThnJ 

------ ----~	 ------ ------ - ~-

2009 
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II.	 Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil Rp Trdak dipunqut 
A.	 Biaya Penerbitan Akta Kelahiran biaya 

a	 Biaya Kelahiran Warga Negara Rp 25000.
Indonesia (WNI) 

b. Akta Kelahiran Umum 
c~~~t<FKeIalw<l~t_~<I~ Rp Tidak dipungut 

melOO~gK.a~~u~1'i1 biaya 
d Braya Kelahiran Warga Negara Rp 100.000,-

Asing (WNA) Rp 35000,
e Akta Kelahiran Umum 
tc~<Io¥€ll<lI:l#a~jffi€W~ 

R'leloom~~~~1'i1 Rp 150.000,
3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan 

seterusnya untuk Warga Negara 
Indonesia (WNI) 

4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan 
seterusnya untuk Warga Negara Asing 
(WNA) 

B.	 Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Rp 35000,-
Perkawinan Rp. 70000" 
1 Biaya Akta Perkawinan Warga Negara 

Indonesia (WNI) 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 250.000,· 
b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp 300.000,

2	 Biaya Akta Perkawinan Warga Negara 
ASing (WNA) 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar 
b. Pencatatan luar kantor sebesar 
;)'~~~awin~~_I~	 ~", ~GQ,-

~)al'lgk_~_j~~ga4 ~cOOOC" 
pel'9€SB+kl~ml\.<Iwiniln_leoorut~<Itil 

€ilr~gam~siFlg-masiHg ~ ~ 
ild/JI~~ ~ ~ 
~<Ir~r<loAsi~.t;WNA:i 

C.	 Biaya Penerbitan Akta Perceraian 
1. Warga Negara Indonesia (WNI)	 Rp. 50.000,
2. Warga Negara Asing (WNA) 

D.	 Biaya Penerbitan Akta Pengakuan 
Anak Rp 100.000,
1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta
 

Pengakuan Anak oleh Warga Negara
 
Indonesia
 

2. Biaya	 Penerbitan Kutipan Akta Rp. 15.000,-
Pengakuan Anak Oleh Warga Negara Rp 100000,-
ASing Rp 25000,

E.	 Biaya Penerbitan Akta Kematian 
1 Warga Negara Indonesia (WNI) 
2 Warga Negara Asing (WNA) 

F.	 Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama WNA Rj:F 10000,
~~ay<I-~n KarWtSUf'at 

KetQf".ar:l9all-----B&rt~mqg~aA 

:r-o~i~ilp<lftID: ~- 4-O(Mj0(},

~~a~4<~rd#g~.e.P_4M<I~~at~	 ====

Wil~~egar~~ndQn%li3~~l<Im 

--·-·-------r--------- 4 

II.	 Biaya Penerbitan Akta Catatan Sipil 

A. Biaya Penerbitan Akta KElahiran 
a	 Biaya Kelahiran Warga Negara tndonesra Rp Tidak dipungut 

(WNI) baya 
b. Biaya	 Ketahiran Warga Negara Asing Rp Tidak dipungut 

(WNA) baya 
c Biaya Kutipan Akta Kelahiran ke 2 dst Rp. 35.0DO,

(hilang/rusak) untuk WNI 
d Biaya Kutipan Akta KElahiran ke 2 dst Rp 150000" 

(hilang/rusak) untuk WNA 
B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta
 

Perkawinan
 
1. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara
 

Indonesia (WNI)
 
a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp 35 000,
b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp 70000,

2.	 Biaya Akta Perkawinan Warga Negara 
Asing (WNA) 
a Pencatatan dalam kantor sebesar Rp 250000,
b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 300000,

C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 100000,
2. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 500.000,

D. Biaya Penerbitan Akta Pengesahanl
 
Pengakuan Anak
 
1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Rp. 50000,

Pengesahan/Pengakuan Anak oleh 
Warga Negara lndonesia 

2.	 Biaya Penerbitan Kutipan Akta Rp. 100.~00,, 

Pengesahan/Pengakuan Anal, Oleh 
Warga Negara Asing 

E. Biaya Penerbitan Akta Kematian 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp 15.DOO,
2. Warga Negara Asing (WNA) Rp 100DOO,

F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nann WNA Rp 25000,

_1


3.	 Ketenluan Lampiran IV agar 
angka 2 huruf G dihapus, 
karena lidak termasuk dalam 
objek retribusi sesuai 
kelentuan Pasal 113 UU No 
28 Thn 2009, sedangkan 
pemungulan alas Kartu 
Keterangan Bertempal 
Tinggal digabung dalam 
Lampiran IV angka 1 

4.	 Pembualan Akla Kelahiran 
yang tepal waktu maupun 
terlambat bagi WNI dan WNA 
merupakan langgung jawab 
Pemda sehingga harus 
diberikan secara cuma-Cuma 
sesuai ketentuan Pasal 28 UU 
No 23 Thn 2002 

5. Setiap pelaporan peristiwa 
kependudukan atau peristiwa 
penting termasuk pelaporan 
kelahiran dan perkawinan 
yang melebihi batas waklu 
seharusnya dikenakan denda 
adminislrasi alas 
keterlambalan tersebul sesuai 
Pasal 90 UU No 23 Thn 2006 
tenlang Administrasi 
Kependudukan 

I	 ________________.-"--	 WU<lyaMOOoo~~ . _ J_ J
 
I 
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I Lampiran VI disempurnakanLampiran VI, kata "satar' diubah rnenjad: kata "retribusi" 

1. Rekomendasi untuk kendaraanI Lampiran VII A. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk A. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 
bermotor yang numpang ujipelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut : pelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut : atau akan diuji di luar Kab. 

a. Biaya jasa pengujian : a. Biaya jasa pengujian : Lampung Tengah tidak perlu 
rekomendasi.1. Mobil barang, mobil bus dan kendaraan 1. Mobil barang, mobil bus sebesar Rp. 8.000,-; 

2. Bagi pemilik kendaraankhusus sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu 2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 
bermotordari luar daerah yang

rupiah); 4.500,- (empat ribu lime ratus rupiah); melakukan numpang uji di 
2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 4.500, 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. Kab. Lampung Tengah cukup I 

dikenakan tarif sebagaimana(empat ribu lima ratus rupiah); 7.000,- (tujuh ribu rupiah); 
diatur dalamRaperda ini. I3. Kereta gandengan dan kereta tempelan Rp. b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 3. Bagi pemilik kendaraan 

7.000,- (tujuh ribu rupiah); 2.000,- (dua ribu rupiah); bermotor yang terdaftar di I 
Kab. Lampung Tengah dan 
melakukan pengujian 

b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. c. Kartu Uji Berkala sebesar Rp. 6.000,- (enam 
2.000,- (dua ribu rupiah); tibu rupiah); 

kendaraan bermotor di luar 
c. ~ Uji Berkala sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu d. Tanda Uji (plat uji) satu pasang sebesar Rp. Kab. Lampung Tengah rnaka 

rupiah); 6.500,- (enam ribu lima ratus); cukup dikenakan retribusi 
pengujian kendaraand. Tanda Uji (plat uji) satu pasang sebesar Rp. e. Tanda Samping Kendaraan Bermotor satu 
bermotor yang berlaku di6.500,- (enam ribu lima ratus); pasang sebesar Rp. 9.500,-. daerah tersebut 

e. Tanda Samping Kendaraan Bermotor satu 4. Sesuai dengan Pasal 53 UU 
pasang sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima No. 22 Tahun 2009, kendaraan 

wajib uji adalah kendaraan 
B. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 

ratus rupiah). pengujian persyaratan teknis dan laik jalan 
untuk mobil penumpang umum,

f. R@k€lR9@nSasi ~Jblfflpang Yji keluar I R9asblk s@sesaf kendaraan ditetapkan sebagai berikut : mobil bus, mobil barang, kereta 
~. 10.000, (-s@j9t-Jlu/-:1 ril9~ a. Mobil barang, mobil bus sebesar Rp. 100.000,- ; tempelan, dan kereta 

gandengan yang dioperasikanB. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk b. Mobil penumpang urnum sebesar Rp. 50.000,- ; 
di jalan. 

fJolaksanaafl J'l0Ailaian teknis kendaraan ditetapkan c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar 5. Apabila kendaraan khusus 
sebagai berikut : Rp. 25.000, yang dimaksud pada Raperda 

ini tennasuk dalam kendaraan 
angkutan penumpang atau 

a. Mobil barang, mobil bus ililfl=k&lsaraan khusys 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; 

angkutan barang maka tarif 
b. Mobil penumpang sebesar Rp. 50.000,- (lima pengujiannya cukup disamakan 

puluh ribu rupiah) ; dengan tarif pengujian untuk 
mobil penumpang umum atauc. Sepeda motor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima 
mobilbarang.ribu rupiah); 

Struktur dan besaran tarif 
Retribusi Pemeriksaan Alat 

Lampiran VIII @o Rumah P~Q-i--; Lampiran VIII 
Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap I ~ :~~ '~~.-.. ..-.- Pemadam Kebakaran agartahunnya ditetapkan sebagai berikut . 

dibedakan atas jenis alat
~~P~~jia~*a~ R~G, 1. alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa 

pemadam kebakaran. 
G. ~aaR dan sejerusnya 
~~~~ Rp.~ a) sarnpa: dengan 25 liter sebesar Rp 

h) Iphih oi'1ri 7Ei liter sid 50 liter sebesar Rp 
c) lebih dari 50 liter sid 150 liter sebesar Rp .. J 
d) lebih dari 150 liter sebesar Rp . 

I
- ~ -~-- --'----------------~--- - ----- --------- - ----~-- ------- --,--' ---'-- -------' 
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Lampiran XI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF 
RETRIBUSI PELAYANAN TERNTERA ULANG1=-------- Tera 

'I J d"	 Pengujlan/Pe PenJusl1r 
I' enlS yang Ir,enar;an

I b - Saluan ngesahanlPe anTanl 
o re n USI	 mbalJlan (Rr) 

_____	 l,jrilJf'li_

1 2 3 4f5A	 AlaiUTTP 
Pelayanan Tera dan Tera 
Ulang 
I. UKURAN PANJANG 

a Sampai dengan 2m Unit 2000 
b leblh dan 2msid 10m UnII 4000 
c l.ebib panJang dari 10m 

seliap 10m d.tambah Unll 4000 
unluk nap 10m alau 
bagiannya 

d dsl 

____J:.erc3 Ulan;.)__ 
Pengup a Peniu 
n/Penges sliran 

ahan Tari! 
~ 1< 

6 7 

1000 
2 000 

2.000 

4 

2	 alat pernadarn kebakaran yang II'/ISI gas atau sejemsnya 
a) sampai dengan 6 kg sebesar Rp 
b) lebih dan Gkg sid 20 kg sebc-.ur Rp . 
c) lebih dan 20 kg sid 150 kg set--sar Rp _ 
d) lebih dari 150 kg sebesar Rp _ 

3	 penelitian pengetesan akhir pern.isanqan hydrant 
kebakaran sistern pernancar air ~.prinklor/drancer dan 
alami sebesar 
a) hydrant dan house reel Rp _ 
b) alarm otomatis: 

sarnpai dengan 10000 m" sebesar Rp _" 
- lebih dari 10.000 m" sarnpai dengan 40.000 rn" 

sebesar Rp ..... 
c) sprinkler otomatis 

sampai dengan 10.000 m 2 sebesar Rp . 
lebih dari 10.000 m 2 sarnpai dengan 40.000 m 2 

sebesar Rp .... _ 
dst 

5 

Telah sesuai dengan UU No. 
28 Tahun 2009 

Ceteten: 
Pemda Kab. Lampung 
Tengah dapat memungut 
Rctribusi Pelayanan 
Tete/Tete Ulang sepanjang 
memberikan pelayanan 
tera/tera ulaf1g dan memiliki 
alat pengujiannya. 

GlJBERNtJR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEI>IN Z.P. 



LAMPIRAN III :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/73/B.III/HK/2012 
TANGGAL : 31 JANUARI 2012 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

No 
1 

Materi Raperda 
2 

Dasar 
Mengingat 

Hukum 

2 Nama, 
subjek 
pajak 

dan 
objek, 
wajib 

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
I 

3 4 5 

4. UAsang Uncla~ S ng	 ~J@m@F ~"7 a an Penyelesaian . Tahun 1QQ"7 tRO~"Blil, IAOO"""i" T~t8 P"I"I, (LemB""'" f~Ala"@ I 4. 
lomB"""" fl@g"", R~~' :997 flem., 49, Tamb:

nsonesla ~Jom@F a6~4). 

Pasal2 
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan ,Qesesaan dan 
Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4189); 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan 
Lembaga InternasionaJ yang Tidak Dikenakan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 415); 

Pasal 2 
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambanqan. 

Ketentuan mengingat 
Angka 4 diubah menjadi 
UU No. 14 Tahun 2002. 

Pada ketentuan mengingat 
ditambah 1 (satu) angka 
yang mengatur PMK No. 
148/PMK.07/2010. 

Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(3) disempurnakan dengan 
menambah kata 
Perdesaan dan Perkotaan 

I 
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c.	 kolam renang; 
d.	 pagar mewah; 
e.	 tempat olahraga; 
f.	 galangan kapal, dermaga; 
g.	 taman mewah; 
h.	 tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipa minyak; dan 
i.	 menara. 

(3)	 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah objek pajak yang: 
a.	 Qigunakan oleh Pemerintah ~ dan 

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b.	 Qigunakan semata-mata untuk melayani 
kepentingan umum dibidang ibadah, 
sosial,kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c.	 digunakan untuk kuburan, peninggalan 
purbakala, atau yang sejenis dengan itu, 

d.	 merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 
hutan wisata, taman nasional, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak; 

e.	 digunakan oleh perwakilan diplomatik dan 
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 
dan 

f.	 digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(4)	 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
untuk setiap Wajib Pajak. 

4 

b.	 jalan tal; 
c.	 kolarn renang; 
d.	 pagar mewah; 
e.	 tempat olahraga; 
f.	 galangan kapal, dermaga; 
g.	 taman mewah; 
h.	 tempat penampungan/kilang minyak, air dan 

gas, pipa minyak; dan 
I.	 menara. 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek 
pajak yang: 
a.	 digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b.	 digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum dibidang ibadah, 
sosial,kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan; 

c.	 digunakan untuk kuburan, peninggalan 
purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 

d.	 merupakan hutan lindung, hutan suaka 
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e.	 digunakan oleh perwakilan diplamatik dan 
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik; dan 

f.	 digunakan aleh badan atau perwakilan 
lembaga internasional yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(4)	 Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
untuk setiap Wajib Pajak. 

-~----
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Pasal4	 ~; 
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi 
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, danl atau memperoleh 
manfaat atas Bangunan. 

Pasal5 
(1)	 Wajib Paja~9bJAanadalah orang filribadi 

at~adaR-=yang socara nyata4n€rnfilun)'ai swat~ 

atas IiilwrnidaWatabi rnemperol€h rnantaat atas 8bHni, 
ean/ataw FA€rn1Iiki, rn€ngwasai, dan/ataw 
rnernper~ rnantaat atas 8angwnan. 

(2) Idalam· hal	 atas objek pajak belblFA 1&00 Glik€taflHi 
~mya,=Bufilati sapat rn€nC3tapkan Sbl~ 

pajak s@ba§ai VVajib Pajak 
(3)	 £wbj€k pajak yan§! ditetapkan sebagairnana dirn~ 

pa€la ayat (2) dapat rnernborikan k€t €ran§an S€GaTa 
tertbllis kepada Iiilwpati sahwa-- ia bbll~aA Wajib Pajak 
~ap objok filajak Glirnal~su€l. 

(4)	 8ila Ketorangan yang €liajwkan oloh Wajis Pajak 
~aksudc1*lda····ayat=f31=@se~ 

~ 8blpati rnornsatalkan per::!etapan s€sagai waj-t-b 
pajak seba§aimana €lirnaksblGl pada a,'at (2) €lalarn 
jangka waktbl 1 (satw) bwlan sejal~ €literirnanya Sblrot 
keterangar::! €limal~Sblck 

(5)	 Sila I~otorar::!gan yang €liajwkan itbl tidak €lisetwjl-Ji, 
rnal~a 8blpati FAengelbwrkan I,epwtwsan penQlakan 
€l€ngan disertai alosan alasar::!nya. 

(6)	 ~Ia sotolah jangka wal~tbl 1 (satw) bwlar::! sejak 
tar::!ggal €literimanya I<eterangan s€bagaimana 
€lirnaksw€l pada ayat (:3), 8blfilati tidal< rnernseril<ar::! 
I~epbltblsan, maka ----k€terangan yan§! diajblkan ~ 

diang§ap €I isetbljwi dan 8l-Jpati segers rnernbatalkoo 
pGAotapan sosa§ai wattb pajak sesagairnana €lirnaksbl€l 
pada ayat (2) 

l~ 

10,,1	 Pasal4 
I Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, danl atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

Pasal5
 
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara
 
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
 
Bangunan. 

_____~~__ 

P 

1. Pasal	 5 ayat (1 ) 
disempurnakan dengan 
menambah frase 
"perdesaan dan 
perkotaan". 

2.	 Pasal 5 ayat (2) , ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), 
dan ayat (6). 

3.	 Terhadap suatu objek 
pajak yang dikuasai oleh 
pihak lain (bukan pemilik 
yang telah memiliki 
SPPT), maka pihak 
yang membayar pajak 
adalah pihak yang 
menguasai tanah 
terse but atau tergantung 
kesepakatan pemilik 
objek pajak dengan 
pihak yang menguasai, 
sehingga tidak perlu 
diterbitkan SPPT baru. 

4. Hal	 tersebut untuk 
mencegah terjadinya 
klaim dari pihak yang 
menguasai yang sering 
terjadi mengaku sebagai 
pemilik objek pajak 
karena telah memiliki 
SPPT. 

-'-----	 -.J l 
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Dasar Pengenaan Pasal 6 Pasal63 
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

NJOP. Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. 
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali setiap (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali setiap 
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun objek pajak tertentu dapat drtetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan wilayahnya. sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati. 

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati. 

Pasal7 Pasal 7 Tarif4 
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danTarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu Perkotaan adalah sebagai berikut: 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,OO 
persen) per tahun. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol 

b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,OO (satu milyar koma satu persen) per tahun. 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
persen) per tahun. rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua 

persen) per tahun. 

Cara Perhitungan Pasal8 Pasal85 
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 7 

Pajak 
dan Perkotaan yang terutang dengan cara mengalikan 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud tarif sebagaimana dalam Pasal 7 dengan dasar 
dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dafam 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Pasal 3 ayat (4). Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(4). 

Pasal 9 
Pajak terutang dipungut di wilayah letak objek pajak bumi dan 

Wilayah Pemungutan6 Pasal9 
Pajak terutang dipungut di wilayah letak objek Pajak Bumi dan 

bangunan dalam Kabupaten Lampung Tengah. Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Lampung 
Tengah. 

Pasal10
 
Terutangnya BPHTB I (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 

7 I Masa Pajak dan saat Pasal 10 
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah 

keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari. 
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menu rut 

menurut keadaan objek pajak pada tanggal1 januari.1,0\ 
~.~ '~I, rl; I~;--t I ~ I 'r1 berakhi ~1,.,aSEl-tk!t&<--uH'l'UJIW (ilRgga'-hJanuan"an era , Ir v 

Dose ffi berpaOOtaOO»-b€ rkOROO A. 

. _L 

Pasal 6 ayat (1) 
disempurnakan dengan 
menambah frase 
'perdesaan dan 
perkotaan". 

Pasal 7 disempurnakan 
dengan menambah frase 
'perdesaan dan 
perkotaan". 

Pasal 8 disempurnakan 
dengan men ambah frase 
"perdesaan dan 
perkotaan". 

Pasal 9 disempurnakan 
dengan menambah frase 
"perdesaan dan perkotaan". 

Pasal10 ayat (3) dihapus, 
karena telah diatur dalam 
Pasal10 ayat (1). 

1 __. ... _J
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Insentif Pasal 29 8 
f# Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kinerja tertentu paling ting9i scllesar Iii% 

pemungutan 

fUme I@emsen). 
(2) Pemberian	 insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih	 lanjut mengenai tata cara 

pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bupati dengan berpedoman pad a peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sanksi Administrasi Pasal 15 9 
(2)	 SKPD yang tidak dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
maksimal 24 bbllan dan ditagih melalui STPD. 

~~-~ 
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Pasal29 
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak 
Bum; dan Bangunan dapat dibori insentif atas dasar 

pencapaian kinerja tertentu. 
(2)	 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati dengan 

berpedoman pada peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

Pasal 15 
(2)	 SKPO/SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah 

jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap 
bulan dan ditagih melalui STPO. 

Pasal 29 disempurnakan 

1. Pasal 15 ayat (3) \ 
Raperda disempurnakan 
dengan menambah 
dokumen SPPT. 

2. Sesuai dengan	 PP No. 
91 Tahun 2010, SPPT 
merupakan dokumen 
penetapan pajak untuk 
PBB Perdesaan dan 
Perkotaan, sehingga 
apabila SPPT tidak atau 
kurang dibayar setelah 
lewat waktu dapat 
dikenakan sanksi 
administratif. 

3. Pengenaan	 denda 
administratif disesuaikan 
dengan Pasal 100 ayat 
(3) UU No. 28 Tahun 
2009. 

L-------L-
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Pasal31 
(1)	 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang 

untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana 
pelanggaran Peraturan Daerah ini. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang: 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan je/as; 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan 
Daerah; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah; 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tug as penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Daerah; 

I	 Pasal31 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan I 
peraturan perundangundangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
tentang kebenaran perbuatan yang diJakukan 
sehubungan dengan tinrlak pidana perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubunqan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan 
Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bah an bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tug as penyidikan tindak pidana di 

I bidang perpajakan Dacrah dan Retribusi; 

-- ..
 _ 

Pasal 31 disempurnakan 
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau pemeriksaan sedang berlanqsunq dan memeriksa 
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dibawa; 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang h. memotret seseorang yang borkaitan dengan tindak 
undangan pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i. memanggil orang untuk dideriqar keterangannya dan 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polrsi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Ketentuan Pidana Pasal32 
~€tiap O+ang/baElaH9a~f===ek~@f)c~rpaja*an
 

EJipiEJaFl3 sosua~€A9a1l=pBrawran P€HlfldaAg lJRGa~
 

Pasal .... 
(1)	 Pejabat ata u tenaga ahh yang drtunjuk oleh Bupati yang 

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban yang 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ayat (1) dan ayat (2), dipi.iana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tanun dan pidana denda 2. Urutan 
paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 

(2)	 Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Supati yang 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban Pejabat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
... ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp.1 0000.000, - (sepuluh juta rupiah) 

(3)	 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar 

I (4) Tuntutan pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

Dihilangkan 

1. Ditambah 1 (satu) pasal 
mengatur denda 

pidana atas pelanggaran 
Pasal 30 Raperda ini. 

pasal agar 
disesuaikan 

dan ayat (2) ses~ual denqan ::>Ifalilya adalah IlkllYdll~kUl 
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib 
Pajak, karena itu dijadikan tindak pldana pengaduan ~ ~	 J __~_ 
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Pasal. 

I Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
merupakan penerimaan Negara 

. dan Pasal ... 

P-asat=J3 
SetiapOlBAg/oodaf\dja~--m-elangga+-=k-etootuaA4alaffio=Pe-r-iltu!=an 

f)3€rah-~ni-~--Qip-idana=defl-§ a l+=cpidMil ~-ur-"inga f1-=4-)31i ng lama~ 

ft~~~ulart={!an/at-au-~ffild~ali~aR-yak~~O,GOMOOi~ 

\ttmaP4JjuRodl.-fta~Rufial'tt; 
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1	 Ditambah 1 (satu) pasal 
yang mengatur 
penerimaan denda pidana 
atas pelanggaran Pasal 30 
dan denda pidana pada 
Pasal 33 Raperda ini. 

2.	 Urutan pasal agar 
disesuaikan 

Pasal 33 dihilangkan 

Pasal3412 I Ketentuan peralihan Pasal 34	 I Pasal 34 disempurnakan 
(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Pajak Bumi (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih 
terutang masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun terutang masih dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terRutang. terhitung sejak saat terutang. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inif21=oP--BroleRafl==o-Sebagaimafla~rnaksu~a-H11~me~pakan 

pe~erjmaaflo{jae-r-a b sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 

I	 lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Ditetapkan di Gunung sugih Ditetapkan di Gununq SUCJih , Disempurnakan 
pada tanggal 

I J I Lembar Penetapan 
pada tanggal 

BUPATI LAMPUNG TENGAH BUPATI LAMPUNG TENGAH, I 

A. PAIRIN A. PAIRINl _1____ [ .---.L_. -.-- _ 
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